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Abstract: this study discusses legal protection for banks with 
the status of BPS BPIH in curbing haj bailout financing that has 
passed the provisions of the Indonesian Ministry of Religion, in 
Article 12A paragraph (3) of the Regulation of the Minister of 
Religion Number 24 of 2016 which formulates “In the event that 
there are still haj bailout funds has not been resolved after the 
deadline as referred to in paragraph (2) the portion number for 
Pilgrims is still active ”. This study uses a normative juridical 
method with a statutory approach and a conceptual approach. 
The result is legal protection for BPS BPIH in obtaining its right 
to obtain certainty of repayment of funds for financing the status 
of the portion of the hajj is still active as regulated in Article 
12A paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Religion 
Number 24 of 2016. The formulation of the settlement of haj 
bailout financing through the fulfillment of formal requirements 
the formation of legislation by involving the financial services 
authority in the company, and the material requirements, namely 
by accommodating the rights of all stakeholders of haj bailout 
financing.

Abstrak: kajian ini membahas perlindungan hukum terhadap 
bank yang berstatus BPS BPIH dalam penertiban pembiayaan 
talangan haji yang telah melewati ketentuan dari Kementerian 
Agama RI, dalam Pasal 12A ayat (3) Peraturan Menteri Agama 
Nomor 24 Tahun 2016 yang merumuskan “Dalam hal masih 
terdapat dana talangan haji yang belum diselesaikan setelah 
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nomor porsi 
Jemaah haji masih tetap aktif”. Penelitian ini menggunakan 
metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Hasil adalah perlindungan 
hukum kepada BPS BPIH dalam memperoleh haknya untuk 
mendapatkan kepastian pelunasan atas dana pembiayaan status 
porsi hajinya masih tetap aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 
12A ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016. 
Formulasi pengaturan penyelesaian pembiayaan talangan haji 
melalui pemenuhan syarat formal pembentukan perundang-
undangan dengan melibatkan OJK dalam perumusaanya, dan 
syarat materiil yakni dengan mengakomodasi hak-hak seluruh 
stake holder pembiayaan talangan haji.
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PENDAHULUAN
Masyarakat berikut dinamika kebutuhannya 

akan senantiasa diikuti dengan munculnya 
berbagai perangkat-perangkat serta fasilitas-
fasilitas yang hadir untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut. Hal ini senantiasa akan menuntut hukum 
untuk bergerak dan tidak statis sehingga mampu 

menjalankan fungsinya sebagai pendamping 
dinamika masyarakat yang setiap saat terus 
berkembang. Susunan masyarakat yang dinamis 
terdiri dari berbagai macam kepentingan memiliki 
potensi terjadinya benturan antar kepentingan 
sehingga mendesak diupayakan harmonisasi 
kepentingan tersebut agar tidak ada kepentingan 
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yang dirugikan. Peran penting hukum sebagai 
instrumen untuk mengendalikan berbagai 
kepentingan dalam  pergaulan sosial masyarakat 
sangat diperlukan, hukum dijadikan sebagai alat 
untuk merekayasa masyarakat (Safa’at, 2015).

Salah satu bukti dinamika masyarakat yang 
perlu untuk diimbangi oleh regulasi hukum 
tersebut adalah lahirnya inovasi baru di bidang 
perbankan yakni produk Pembiayaan Talangan 
Haji sebagai respon atas kebutuhan masyarakat 
untuk pergi haji. Produk pembiayaan talangan 
haji ini tidak terlepas dari salah satu syarat 
untuk berangkat haji, di mana calon jamaah haji 
harus dalam keadaan mampu untuk berangkat 
haji (isthito’ah) yang meliputi kemampuan 
secara jasmani, rohani dan kemampuan 
finansial (Departemen Agama, 2003). Dari sisi 
syarat kemampuan finansial inilah maka calon 
jamaah haji dalam pendaftaran haji diwajibkan 
mampu membayar setoran untuk pembayaran 
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ke 
rekening Badan Pengelola Keuangan Haji pada 
bank yang berstatus sebagai Bank Penerima 
Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPS BIPIH), yang dahulunya bernama Bank 
Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah 
Haji (BPS BPIH). 

Nasabah calon jamaah haji yang belum 
memiliki cukup dana untuk membayar setoran 
awal BPIH dapat difasilitasi dengan dana talangan 
yang dilakukan oleh BPS BPIH. Calon jamaah 
haji wajib mengembalikan kepada bank dalam 
jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang 
dibuat para pihak. Dasar hukum pembiayaan 
talangan haji adalah fatwa dari Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. 
Berdasarkan fatwa tersebut diberikan peluang 
kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
untuk membantu pengurusan haji nasabahnya 
termasuk memberikan talangan bagi jamaah 
yang membutuhkan dengan syarat dan 
ketentuan tertentu (Sudarsono, 2008). Akad 
yang dipergunakan dalam pembiayaan talangan 
haji adalah akad qardh (Sufimi, 2018). Akad 
qardh adalah akad pinjam meminjam, yaitu 
nasabah mendapat pinjaman dari bank dan 
wajib mengembalikan sesuai kesepakatan yang 
bersama (Mardani, 2015).

Pembiayaan Talangan Haji dalam 
perkembangannya sangat diminati namun di sisi 
lain juga menimbulkan pro kontra di masyarakat. 
Pengenaan ujroh dalam talangan haji yang tidak 

sesuai ketentuan, semakin panjangnya antrian 
haji adalah beberapa contoh dari topik perdebatan 
para ahli tersebut. Permasalahan yang menjadi 
fokus dalam kajian ini adalah jangka waktu 
pembiayaan talangan haji. Kementerian Agama 
selaku penanggung jawab penyelenggaraan haji di 
Indonesia menilai terdapat penyimpangan dalam 
penyaluran pembiayaan talangan haji oleh BPS 
BPIH dimana jangka waktu pembiayaan talangan 
haji yang diberikan terlalu panjang melebihi satu 
tahun. Hal tersebut dinilai menyalahi kaidah 
dan esensi dari prinsip dana talangan. Apabila 
telah melebihi satu tahun artinya jamaah tersebut 
sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat haji 
yakni isthito’ah atau syarat mampu.

Permasalahan ini menjadi dasar dari 
kementerian agama untuk mengeluarkan 
serangkaian regulasi dengan tujuan untuk 
menertibkan pembiayaan talangan haji yang 
jangka waktunya terlalu panjang sehingga 
dinilai telah melanggar prinsip pemberian dana 
talangan dan tidak memenuhi syarat isthito’ah. 
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 
dalam Pasal 6A secara tegas melarang BPS 
BPIH untuk menyalurkan pembiayaan talangan 
haji. Selanjutnya dalam peraturan yang sama 
pada pasal 12A ayat (1) menyatakan bahwa 
talangan haji harus diselesaikan sendiri oleh 
BPS BPIH, dan pada ayat (2) peraturan tersebut 
memberi batas waktu penyelesaian pembiayaan 
talangan haji oleh BPS BPIH sampai dengan 
maksimal tanggal 31 Desember 2020. Apabila 
melewati tanggal tersebut pembiayaan talangan 
haji tersebut belum mampu diselesaikan oleh 
BPS BPIH maka dalam ayat (3) peraturan 
tersebut dinyatakan bahwa agunan pembiayaan 
talangan haji berupa porsi haji nasabah akan 
tetap dinyatakan aktif oleh kementerian agama.

 Langkah kementerian agama dalam 
menertibkan pembiayaan talangan haji 
merupakan langkah yang sudah tepat mengingat 
banyaknya permasalahan yang ditimbulkan 
oleh keberadaan pembiayaan talangan haji. 
Namun hal tersebut tetap perlu diselaraskan 
dengan aspek-aspek lain yang bersinggungan 
dengan pembiayaan talangan haji terutama aspek 
perbankan agar langkah Kementerian Agama 
yang sangat baik dalam penertiban pembiayaan 
talangan haji tersebut dapat lebih maksimal 
dan tidak menimbulkan permasalahan di sektor 
lain. Seperti pengaturan di Pasal 12A ayat (3) 
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016, 
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dalam rangka penertiban pembiayaan talangan 
haji, pasal tersebut menghendaki pembatasan 
penyelesaian pembiayaan talangan haji oleh 
BPS BPIH paling lambat sampai tanggal 
31 Desember 2020. Apabila sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2020 BPS BPIH belum 
bisa menyelesaikan pembiayaan talangan haji 
maka sebagai konsekuensinya porsi haji nasabah 
akan tetap aktif. 

Keputusan untuk tetap mengaktifkan porsi 
haji nasabah sebagai konsekuensi apabila melewati 
tenggat waktu penyelesaian pembiayaan talangan 
haji yang telah ditetapkan yakni tanggal 31 
Desember 2020, akan berpotensi menimbulkan 
problematika ke depan terkait dengan lemahnya 
perlindungan hukum terhadap bank untuk 
mendapatkan jaminan pelunasan pembiayaan 
talangan haji dari nasabah. Hal ini dikarenakan 
porsi haji merupakan bagian yang penting dalam 
pembiayaan talangan haji. Porsi haji merupakan 
jaminan yang dipersyaratkan oleh bank dalam 
memberikan pembiayaan talangan haji kepada 
nasabah, sehingga apabila dalam pasal 12 A ayat 
(3) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 
2016 menetapkan bila bank BPS BPIH tidak 
mampu penyelesaian pembiayaan talangan haji 
sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan 
maka porsi haji dimaksud akan tetap aktif, 
artinya bank bisa jadi tidak memiliki kepastian 
hukum untuk mendapatkan pelunasan atas dana 
talangan haji yang telah disalurkan kepada 
nasabah (Hermansyah, 2007). Tulisan ini akan 
membahas dua hal, yaitu: alasan perlindungan 
hukum terhadap BPS BPIH sangat lemah dalam 
pengaturan penyelesaian pembiayaan talangan 
haji oleh Pasal 12A ayat (3) Peraturan Menteri 
Agama (PMA) No. 24 Tahun 2016 dan formulasi 
penyelesaian pembiayaan talangan haji yang 
berbasis perlindungan hukum terhadap BPS 
BPIH.

METODE 
Metode yang dipergunakan dalam kajian 

ini adalah yuridis normatif (penelitian hukum 
doktrinal) dengan mengkaji peraturan pada Pasal 
12A ayat (3) tentang penyelesaian pembiayaan 
talangan haji oleh BPS BPIH terkait keputusan 
akan tetap mengaktifkan porsi haji nasabah 
talangan haji, apabila bank BPS BPIH sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2020 tidak mampu 
menyelesaikan pembiayaan talangan haji yang 
perlu utnuk ditertibkan (Efendy & Ibrahimy, 

2018). Pendekatan penelitian menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (statute 
aprroach) yaitu dengan mengkaji Pasal 12A ayat 
(3) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 24 
Tahun 2016 dari perspektif muatan perlindungan 
hukumnya terhadap BPS BPIH, dan pendekatan 
konsep (conseptual approach) yaitu dengan 
memberikan formulasi konsep pengaturan 
penyelesaian pembiayaan talangan haji yang 
berbasis perlindungan hukum (Marzuki, 2016). 

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan 
dengan teknik analisis data deskriptif analitis 
khususnya pada muatan perlindungan hukum 
dalam Pasal 12A ayat (3) Peraturan Menteri 
Agama (PMA) No. 24 Tahun 2016 menggunakan 
pisau analisis berupa teori dan pendapat para 
ahli hukum (Soekanto, 1990). Pengolahan 
bahan hukum primer berupa Pasal 12A ayat 
(3) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 24 
Tahun 2016 dilakukan dengan penafsiran secara 
gramatikal yakni penafsiran terhadap redaksi 
tertulis dari peraturan tersebut (Gandasubroto, 
1998). Hasil temuan dianalisis lebih lanjut dengan 
teknik prescryptive analysis untuk memberikan 
solusi konstruktif dalam formulasi pengaturan 
penyelesaian pembiayaan talangan haji yang 
berbasis perlindungan hukum terhadap BPS 
BPIH sehingga sesuai dengan asas-asas dalam 
pembentukan perundang-undangan (Marzuki, 
2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Bank Penerima 
Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji 
Pada Pasal 12A Ayat (3) Peraturan Menteri 
Agama (PMA) No. 24 Tahun 2016.

Kementerian agama banyak menemukan 
berbagai pelanggaran terhadap Fatwa Dewan 
Syariah Nasional MUI Nomor Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 dalam 
penyaluran pembiayaan talangan haji oleh BPS 
BPIH, terutama terkait banyaknya pembiayaan 
talangan haji yang telah melebihi satu tahun 
namun belum dilakukan pelunasan, sehingga hal 
ini bertentangan dengan prinsip jangka waktu 
pemberian dana talangan yang berbeda dengan 
jangka waktu pembiayaan pada umumnya. Hal ini 
menjadi dasar dikeluarkannya berbagai regulasi 
oleh kementerian agama untuk menertibkan 
pembiayaan talangan haji. Salah satu aturan 
tersebut adalah Peraturan Menteri Agama 
Nomor 24 Tahun 2016, di mana dalam Pasal 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2020

Copyright © 2020  Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

317

12A ayat (3) peraturan tersebut menghadirkan 
polemik baru terkait isu perlindungan hukum 
dalam peraturan tersebut.  

Pengaturan pembiayaan talangan haji di 
Indonesia setidaknya dapat dibagi menjadi tiga 
periode pengaturan yang mana masing-masing 
periode tersebut memiliki karakteristik sendiri 
sendiri. Periode pertama adalah pengaturan 
talangan haji sebelum tahun 2013 yakni sebelum 
berlaku Keputusan Ditjen PHU Nomor D/303 
Tahun 2013. Ketentuan talangan haji saat itu 
murni berpijak pada Fatwa dari Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Pada 
periode ini hanya diatur bahwa Lembaga 
Keuangan Syariah dapat memberikan dana 
talangan haji dengan akad Qardh, dan akad 
ijarah untuk pengurusan haji, dan dalam fatwa 
tersebut tidak ada pembatasan jangka waktu 
pemberian dana talangan haji.

Periode kedua pengaturan pembiayaan 
talangan haji adalah sejak diterbitkannya Keputusan 
Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh 
(Ditjen PHU) Nomor D/303 Tahun 2013 Tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketentuan Bank 
Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah 
Haji. Pada periode ini pengaturan pembiayaan 
talangan haji diterbitkan untuk merespon 
munculnya pro kontra seputar pembiayaan 
talangan haji sebelumnya, seperti mulai muncul 
dampak panjangnya antrian haji akibat tingginya 
animo masyarakat mempergunakan talangan 
haji, permasalahan aspek isthito’ah, pengenaan 
ujroh dalam talangan haji dan permasalahan 
masih terdapatnya outstanding pembiayaan 
talangan haji pada periode sebelumnya yang 
belum dilakukan pelunasan sehingga diterbitkan 
aturan ini.

Periode ketiga dari pengaturan pembiayaan 
talangan haji yakni melalui Peraturan Menteri 
Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 
2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam pasal 6A 
peraturan ini secara tegas melarang bagi BPS 
atau BPIH untuk menyalurkan Pembiayaan 
Talangan Haji baik secara langsung atau 
tidak langsung. Berbeda dengan pengaturan 
pembiayaan talangan haji sebelumnya yang 
masih memperkenankan penyaluran talangan haji, 
maka dalam pasal 6A peraturan ini secara tegas 
melarang pembiayaan talangan haji bagi BPS 
BPIH baik secara langsung atau tidak langsung. 

Selain melarang pembiayaan talangan haji, 
dalam Rumusan pasal 12A ayat (3) Peraturan 
Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 ini 
Kementerian Agama menghendaki pembatasan 
(deadline) penyelesaian terhadap pembiayaan 
talangan haji yang melebihi ketentuan jangka 
waktu pelunasannya oleh BPS BPIH hanya 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. 
Apabila sampai tanggal tersebut BPS BPIH tidak 
mampu menyelesaikan portofolio pembiayaan 
talangan haji tersebut, maka sebagai konsekuensi 
yang harus ditanggung oleh BPS BPIH adalah 
nomor porsi jamaah yang mendapat fasilitas 
pembiayaan talangan haji tersebut tetap aktif. 

Pengaturan penyelesaian pembiayaan 
talangan haji dalam rangka penertiban pembiayaan 
talangan haji merupakan salah satu goodwill dari 
Kementerian Agama dalam merespon berbagai 
pendapat tentang pembiayaan talangan haji. Hal 
tersebut perlu mendapatkan dukungan melalui 
mekanisme peraturan yang baik agar tujuan 
penertiban dapat tercapai secara maksimal. Pasal 
12A ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 
24 Tahun 2016 belum memberikan kepastian 
hukum yang jelas. Menurut teori dari Utrecht 
bahwa kepastian hukum adalah hukum yang 
bisa menjadi pedoman bagi individu untuk 
mengetahui secara pasti mengenai batasan hal 
yang dapat dilakukan maupun yang tidak dapat 
untuk dilakukan (Syahrani, 1999). 

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 
2016 dalam rumusannya tidak memberi batasan 
yang jelas sehingga tidak terkandung kepastian 
hukum, hal tersebut terlihat pada rumusan Pasal 
12A ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 
24 Tahun 2016 yang tidak konsisten dengan 
dasar pertimbangan atau rasio legisnya. Dasar 
pertimbangan hukum sangat penting dalam 
suatu peraturan karena hal ini menentukan 
sasaran dari peraturan tersebut dibuat (Widodo, 
2018). Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan 
Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 adalah 
untuk menertibkan pembiayaan talangan haji 
yang jangka waktunya telah melebihi satu tahun 
namun belum dilakukan pelunasan sehingga 
menyalahi ketentuan pemberian dana talangan 
akibat jangka waktu talangan haji yang terlalu 
panjang, dan calon jamaah haji tersebut dapat 
dianggap sudah dianggap tidak mampu (tidak 
memenuhi syarat isthito’ah) untuk berangat 
haji. Untuk itu berdasarkan Pasal 12A Peraturan 
Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 perlu 
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dilakukan penertiban agar segera dilakukan 
pelunasan (Raharjo, 2020). 

Rasio legis ketentuan mengenai talangan 
haji telah disimpangi oleh Pasal 12A ayat (3), 
yaitu porsi haji tetap aktif walaupun calon 
jamaah haji belum melunasi pembiayaan hajinya 
melalui bank BPS BPIH. Seharusnya, apabila 
melewati tanggal 31 Desember 2020 bank BPS 
BPIH tidak mampu menyelesaikan pembiayaan 
talangan haji yang menyalahi ketentuan jangka 
waktunya maka porsi haji tersebut dinyatakan 
batal karena calon nasabah haji tersebut telah 
menyalahi ketentuan jangka waktu pembiayaan 
talangan haji serta dianggap tidak memenuhi 
syarat isthito’ah dan melanggar  prinsip dana 
talangan sehingga layak untuk ditertibkan, 
bukan justru porsi hajinya tetap dinyatakan 
aktif seperti yang dirumuskan dalam pasl 12A 
ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 
Tahun 2016.

Kedua, ketidakpastian hukum selanjutnya 
adalah pertentangan dalam Pasal 6A Peraturan 
Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 yang telah 
tegas melarang pemberian talangan haji namun 
dalam Pasal 12A ayat (3) peraturan tersebut 
justru memberi peluang kepada nasabah untuk 
tetap dapat berangkat haji mempergunakan 
porsi haji yang didapat dari dana talangan yang 
belum dilunasi. Hal ini terjadi karena dalam 
Pasal 12A ayat (3) pembiayaan talangan haji 
yang tidak bisa diselesaikan oleh BPS BPIH 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 porsi 
hajinya akan tetap aktif. 

Inkonsistensi terhadap peraturan 
menimbulkan ketidakjelasan batasan-batasan 
tentang apakah talangan haji yang telah melebihi 
ketentuan jangka waktunya tersebut betul-betul 
akan ditertibkan dan dilarang menjadi bias seperti 
teori yang dikemukakan oleh Utrecht tersebut 
di atas (Syahrani, 1999). Karena pembiayaan 
talangan haji yang telah menyalahi ketentuan 
jangka waktunya sehingga perlu dilakukan 
penertiban tersebut masih memungkinkan akan 
terus ada akibat tidak ada ketegasan mengenai 
instrumen pembatalan paksa dalam perangkat 
hukum penertiban pembiayaan talangan haji 
yang berlaku. Ketentuan yang berlaku bahkan  
menyatakan porsi hajinya tetap aktif walaupun 
BPS BPIH tidak mampu menyelesaikannya 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Indikasi suatu norma terkandung asas 
kepastian hukum adalah ada tidaknya peraturan 

yang jelas sehingga dapat diterapkan dalam 
pelaksanaanya, sehingga dengan tidak adanya 
kepastian hukum menjadikan suatu regulasi 
sulit untuk diterapkan (Sari, Budiono, & Hanif, 
2017). Ketidakpastian hukum berdampak pada 
lemahnya sisi perlindungan hukum dalam 
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 
2016, yaitu tidak adanya perlindungan hukum 
terhadap BPS BPIH (Hasanah, 2004). Artinya 
materi yang terkandung dalam Peraturan Menteri 
Agama  tersebut diuraikan tidak memberikan 
kepastian hukum sama juga artinya peraturan 
tersebut tidak memberikan perlindungan hukum. 

Menurut teori perlindungan hukum yang 
dikemukakan Rahardjo (2000) rumusan Pasal 
12A ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 
24 Tahun 2016 akan memberikan perlindungan 
hukum yang memadahi bila terkandung upaya 
melindungi hak-hak setiap masyarakat dalam 
hal ini stake holder pembiayaan talangan haji 
yakni nasabah dan bank BPS BPIH. Akan tetapi 
dalam rumusan pasal tersebut justru berpotensi 
merugikan bank BPS BPIH karena tidak 
memberikan adanya kepastian atas terpenuhinya 
hak-hak bank terutama hak untuk mendapatkan 
kepastian atas pelunasan dana talangan haji 
yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah 
pembiayaan talangan haji. Peraturan tersebut 
bahkan bisa menjadi celah dan peluang kepada 
nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk 
melunasi pembiayaan talangan haji, tetap 
dapat menikmati porsi hajinya meskipun 
belum dilakukan pelunasan. Apabila hal ini 
terjadi maka pembiayaan talangan haji tersebut 
berpeluang menjadi pembiayaan bermasalah, 
yakni pembiayaan yang terjadi manakala salah 
satu pihak dalam perjanjian pembiayaan tidak 
memenuhi prestasinya (Mangani, 2009). 

Konsep pembiayaan talangan haji merupakan 
pembiayaan yang tidak memiliki jaminan seperti 
pembiayaan pada umumnya yang memiliki 
agunan berupa fix asset. Porsi haji merupakan 
satu-satunya agunan untuk mendapatkan 
pelunasan biaya talangan naik haji. Apabila 
nasabah atau calon jamaah haji tidak dapat 
melunasinya maka bank tidak memiliki barang 
atau benda yang dapat digunakan sebagai 
jaminan untuk melunasinya.  Frasa dalam Pasal 
12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 
24 Tahun 2016 yang tetap mengaktifkan porsi 
haji sebagai kondisi yang harus diterima bank 
apabila lewat dari tanggal 31 Desember 2020 
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bank BPS BPIH tidak mampu menyelesaikan 
pembiayaan talangan haji perlu dipertegas makna 
dari “aktif” tersebut karena apabila dibiarkan 
bermakna kabur, hal ini akan mengakibatkan 
hak bank untuk mendapatkan jaminan pelunasan 
talangan haji melalui jalan eksekusi jaminan 
pembiayaan talangan haji berupa porsi haji 
menjadi lemah. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa mekanisme 
likuidasi agunan atau eksekusi agunan merupakan 
second way out  yang paling memungkinkan 
dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah yang  mendesak untuk 
diselesaikan, tanpa agunan yang memadahi tentu 
akan sangat sulit bagi bank untuk mendapatkan 
pelunasan atau menyelesaikan pembiayaan yang 
bermasalah secara efktif dan efisien, kalaupun 
bisa akan sangat membutuhkan banyak energi 
untuk mendapatkan pelunasan pembiayaan 
tanpa adanya instrumen eksekusi agunan yang 
jelas (Mulyati, 2018).

Lemahnya perlindungan hukum di atas 
akan menjadikan bank BPS BPIH mengalami 
beberapa potensi kerugian yang harus dihadapi 
akibat tidak adanya kepastian pengembalian dana 
pembiayaan talangan haji yang telah disalurkan 
bank kepada nasabah, terutama apabila tidak 
ada kepastian mengenai status hukum jaminan 
pembiayaan talangan haji berupa porsi haji 
yang tetap dinyatakan aktif.  Ketidakpastian 
pengembalian dana bank yang disalurkan 
ini lazim disebut sebagai risiko pembiayaan, 
yang merupakan suatu risiko yang terjadi pada 
bank akibat kondisi gagal bayar nasabah yang 
diakibatkan berbagai hal, khususnya tidak adanya 
kepastian untuk mendapatkan pelunasan dari 
pembiayaan talangan haji yang telah disalurkan 
(Trisadini, 2013). Dengan kondisi gagal bayar 
tersebut dana yang telah dikeluarkan bank 
untuk disalurkan pada pembiayaan talangan haji 
menjadi tidak ada kepastian pengembaliannya 
pada bank (Ekinchi, 2016). 

Kesimpulannya, Pasal 12A ayat (3) Peraturan 
Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 perlu 
dipertegas pada beberapa poin yang menyebabkan 
peraturan ini kurang memberikan kepastian 
hukum sehingga berdampak pada lemahnya 
perlindungan hukum terhadap bank BPS BPIH 
akibat tidak terakomodasinya hak-hak bank 
BPS BPIH untuk mendapatkan kepastian dalam 
pelunasan atas dana pembiayaan talangan haji 
yang telah disalurkan kepada nasabah. 

Formulasi Penyelesaian Pembiayaan Talangan 
Haji Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap 
Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan 
Ibadah Haji
Permasalahan Normatif dalam Penyelesaian 
Pembiayaan Talangan Haji 

Pembahasan mengenai formulasi di 
awali dengan mengemukakan beberapa 
permasalahan normatif yang terdapat pada 
pembiayaan talangan haji. Hal ini penting di 
mana permasalahan normatif dapat menjadi 
rujukan untuk pembenahan skema penyelesaian 
pembiayaan talangan haji ke depan sehingga 
upaya penertiban pembiayaan talangan haji yang 
diinisiasi oleh Kementerian Agama bisa lebih 
optimal sesuai dengan harapan. Terdapat tiga 
hal permasalahan normatif dalam penyelesaian 
pembiayaan talangan haji seperti uraian pada 
sub bab sebelumnya yang menjadikan substansi 
pengaturan penyelesaian pembiayaan talangan 
haji dari aspek perlindungan hukum terhadap 
BPS BPIH menjadi lemah. 

Pertama, terdapat ketidakpastian hukum 
dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 
Tahun 2016, yakni terdapat pertentangan antara 
ratio legis Peraturan Menteri Agama Nomor 24 
Tahun 2016 yang menghendaki agar pembiayaan 
talangan haji yang jangka waktunya telah 
melebihi satu tahun namun belum dilakukan 
pelunasan adalah pembiayaan yang harus 
ditertibkan dengan dilakukan pelunasan melalui 
peraturan ini. Akan tetapi ratio legis ini justru 
disimpangi oleh Pasal 12A ayat (3) Peraturan 
Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tersebut 
yang menyatakan bahwa bilamana sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2020 pembiayaan 
talangan haji yang akan dilakukan penertiban 
tersebut tidak juga dilakukan pelunasan maka 
porsi haji nasabah tersebut akan tetap aktif. 
Talangan haji yang perlu ditertibkan tersebut 
tetap berlaku dan tidak dibatalkan. Artinya di 
satu sisi menghendaki pembiayaan talangan 
haji yang menyalahi ketentuan tersebut harus 
ditertibkan dengan diselesaikan paling lambat 
tanggal 31 Desember 2020, namun bila belum 
bisa diselesaikan sampai tanggal tersebut maka 
tetap dinyatakan aktif dan tidak dibatalkan. 
Padahal alasan peraturan ini dibuat justru untuk 
menertibkan pembiayaan talangan haji yang 
jangka waktunya telah melewati ketentuan. 
Dari uraian ini nampak bahwa rumusan Pasal 
12A ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 
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24 Tahun 2016 masih terdapat ketidak pastian 
hukum yang perlu untuk disesuaikan.

Kedua, lemahnya perlindungan hukum 
terhadap bank karena pada Pasal 12A ayat (3) 
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 
2016 ini yang memberikan frasa tetap aktifnya 
porsi haji nasabah sebagai akibat yang harus 
diterima bank manakala sampai melewati tanggal 
31 Desember 2020, bank BPS BPIH belum 
mampu menyelesaikan pembiayaan talangan 
hajinya. Hal ini mengingat porsi haji adalah 
satu-satunya jaminan yang dipergunakan bank 
untuk menjamin pelunasan talangan haji dari 
bank, sehingga dengan biasnya frasa tersebut 
berakibat pada lemahnya perlindungan terhadap 
bank dalam memperoleh kepastian pelunasan 
dari jaminan pembiayaan talangan haji berupa 
porsi haji.

Ketiga, penyelesaian pembiayaan talangan 
haji dilihat dari sisi teknis pembuatan regulasi. 
Regulasi penyelesaian pembiayaan talangan 
haji yang dibuat oleh Kementerian Agama 
RI tidak melibatkan otoritas yang berwenang 
dalam mengatur dan mengawasi perbankan 
yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut 
teori kewenangan dari Philipus M. Hadjon yang 
memegang kewenangan secara atributif dalam 
penyelesaian pembiayaan bank adalah Otoritas 
Jasa Keuangan (Lutfi, 2003). Hal tersebut merujuk 
pada rumusan Pasal 6 Undang-Undang Otoritas 
Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK 
melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan 
terhadap: (a) kegiatan jasa keuangan di sektor 
perbankan, (b) kegiatan jasa keuangan di sektor 
pasar modal, dan (c) kegiatan jasa keuangan di 
sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga 
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan 
lainnya. Kewenangan Kementerian Agama 
dalam penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam 
Pasal 30 -Pasal 42 UU No. 8 Tahun 2019 yang 
meliputi kegiatan pendaftaran haji, pelayanan 
dokumen perjalanan ibadah haji, pembinaan, 
pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, 
pelayanan akomodasi, penyediaan konsumsi, 
dan perlindungan terhadap jamaah haji. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur bahwa 
dalam memberikan perlindungan hukum 
kepada jamaah haji Kementerian Agama harus 
berkordinasi dengan kementerian dan lembaga 
terkait. Sehingga dalam menertibkan pembiayaan 
talangan haji tersebut Kementerian Agama 
menyerahkan upaya penertiban pembiayaan 

talangan haji kepada Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) atau berkordinasi dengan OJK dengan 
harapan penertiban pembiayaan talangan haji 
secara optimal melalui penanganan yang tepat. 
Perspektif teori kewenangan penting untuk 
menghindari terjadinya tindakan melampaui 
kewenangan, sebab kewenangan tersebut menurut 
teori dari IC Van Der Vlies memegang peranan 
yang sangat penting dalam ketepatan menyusun 
suatu peraturan (Suprapto, 2010).

Formulasi Penyelesaian Pembiayaan Talangan 
Haji Berbasis Perlindungan Hukum

Berdasarkan ketiga permasalahan hukum 
di atas maka dapat diformulasikan penyelesaian 
pembiayaan talangan haji yang berbasiskan 
perlindungan hukum kepada semua stake holder 
pembiayaan talangan haji khususnya kepada 
BPS BPIH) Apabila permasalahan normatif di 
atas dikaji dengan teori pembentukan peraturan 
perundang-undangan dari IC Van Der Vlies 
dan A. Hamid S. Attamimi tentang syarat 
formal dan material yang harus dipenuhi dalam 
pembuatan suatu peraturan perundangan yang baik 
(Suprapto, 2010), dan dikaji juga dengan asas-
asas pembentukan peraturan perudang-undangan 
yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan 
penyelesaian pembiayaan talangan haji agar 
dapat lebih optimal antara harus memenuhi 
syarat formal dan material. 

Syarat formal yang harus dipenuhi adalah 
peraturan penyelesaian pembiayaan talangan 
haji yang substansinya diatur dalam Peraturan 
Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 harus 
dibuat oleh lembaga yang bewenang mengatur 
dan mengawasi kegiatan jasa perbankan dalam 
hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2011 dan berlandaskan pada teori 
kewenangan atributif dari Philipus M Hadjon 
(Efendi, 2003). Kalaupun menteri agama 
berinisiatif megeluarkan kebijakan penertiban 
pembiayaan talangan haji dapat berkordinasi 
dengan Otoritas Jasa Keuangan termasuk 
manakala dalam rangka penertiban tersebut 
ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh 
bank BPS BPIH maka mekanisme sangsi yang 
dapat diberikan kepada BPS BPIH adalah sesuai 
dengan pertimbangan dari OJK yang lebih 
memahami kondisi lembaga jasa keuangan.
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Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 
2016 harus benar-benar bisa dilaksanakan oleh 
masyarakat, dalam hal ini adalah stake holder 
pembiayaan talangan haji khususnya bank BPS 
BPIH. Namun di sisi lain masih terdapatnya 
beberapa permasalahan normatif seperti yang 
sudah dibahas pada sub bab terdahulu yang 
terdapat ketidakpastian hukum serta lemahnya 
perlindungan hukum akan menjadikan tujuan 
dan mekanisme yang harus ditempuh oleh 
bank BPS BPIH untuk dapat menyelesaikan 
pembiayaan talangan haji sebelum deadline 
tanggal 31 Desember 2020 akan menjadi lebih sulit 
dilakukan. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan 
permasalahan pembiayaan talangan haji yang 
melebihi ketentuan jangka waktunya harus 
diselesaikan beberapa permasalahan normatif 
yang mengakibatkan lemahnya perlindungan 
hukum dan tidak adanya kepastian hukum 
dalam rumusannya.

Syarat material yang harus dipenuhi dalam 
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 
dan perlu dilakukan pembenahan-pembenahan. 
Peraturan yang baik akan memberikan perlakuan 
yang sama terhadap stake holder pembiayaan 
talangan haji. Rumusan Pasal 12A ayat (3) 
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 
2016 kurang memberikan perlindungan hukum 
terhadap hak bank untuk mendapat jaminan 
pelunasan dari nasabah karena porsi haji tetap aktif 
walaupun nasabah belum melunasinya. Sehingga 
rumusan pada frasa “porsi haji masih tetap aktif” 
menjadi bias mengingat porsi haji merupakan 
satu-satunya jaminan yang dipergunakan bank 
untuk mendapat kepastian dalam pelunasan 
pembiayaan talangan haji. Frasa porsi haji tetap 
aktif perlu diperjelas, khususnya yang berkaitan 
dengan status jaminan pembiayaan talangan 
haji setelah nasabah tidak menyelesaikan 
pembiayaan talangan haji sesuai batas waktu 
tanggal 31 Desember 2020. Sehingga ke depan 
untuk formulasi selanjutnya perumusan Pasal 
12A ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 
24 Tahun 2016 harus memberikan perlindungan 
hukum yang proporsional terhadap hak-hak dan 
kewajiban seluruh stake holder pembiayaan 
talangan haji.

Syarat material berikutnya adalah Pasal 12A 
ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 
Tahun 2016 harus memberikan kepastian hukum 
di dalam rumusannya. Dari uraian terdahulu 
telah mengemukakan terdapatnya ketidak pastian 

hukum dalam rumusan pasal tersebut seperti 
terdapatnya beberapa pertentangan antara ratio 
legis Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 
2016 dan Pasal 6A Peraturan Menteri Agama 
Nomor 24 Tahun 2016 yang bertujuan untuk 
menertibkan pembiayaan talangan haji justru 
disimpangi oleh ketentuan dalam Pasal 12A 
ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 
Tahun 2016 dengan menyatakan pembiayaan 
talangan haji yang tidak kunjung diselesaikan 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 porsi 
hajinya masih aktif . 

Serangkaian kajian teori pembentukan 
perundang-undangan di atas dalam menganalisa 
Pasal 12A ayat (3) Peraturan Menteri Agama 
Nomor 24 Tahun 2016 dapat menjadi parameter 
dalam penyusunan suatu peraturan pembiayaan 
talangan haji yang berbasis perlindungan hukum 
terhadap hak-hak bank BPS BPIH ke depan. 
Menurut teori perlindungan hukum mekanisme 
pemberian perlindungan hukum dapat ditempuh 
dengan cara preventif atau pencegahan timbulnya 
permasalahan hukum atau konflik berlandaskan 
penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan 
prinsip-prinsip lain yang relevan (Hadjon, 1987). 
Dengan demikian maka pemberlakuan Pasal 
12A ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 
24 Tahun 2016 perlu dilakukan formulasi yang 
tepat dalam penyusunannya untuk keefektifan 
dan keefisienan pembiayaan talangan haji. Cara 
pencegahan konflik dari formulasi pengaturan 
penyelesaian pembiayaan talangan haji tetap 
berlandaskan penerapan prinsip transparansi, 
akuntabilitas dan prinsip-prinsip lain yang 
relevan sehingga tujuan penertiban pembiayaan 
talangan haji menjadi lebih baik dan tidak ada 
pihak yang dirugikan.   

SIMPULAN
Pasal 12A ayat (3) Peraturan Menteri Agama 

Nomor 24 Tahun 2016  sangat lemah karena 
tidak memberikan kepastian hukum kepada 
bank BPS BPIH untuk mendapatkan pemenuhan 
kewajiban pembayaran talangan ibadah haji 
yang telah dibayarkannya untuk nasabah. Hal 
itu terjadi karena nasabah yang belum melunasi 
biayanya akan tetap diaktifkan porsi hajinya. 
Formulasi untuk memberikan perlindungan kepada 
para pihak adalah pemenuhan terhadap syarat 
formil dan materiil. Pemenuhan syarat formil 
dilakukan dengan memberikan kewenangan 
kepada OJK untuk menyelesaikan pembiayaan 
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talangan haji atau adanya kerjasama antara OJK 
dengan Kementerian Agama. Syarat materiilnya 
adalah substansi peraturan harus memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum 
yang proporsional kepada seluruh stake Holder 
pembiayaan talangan haji. 
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